PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan. Yulius Usman Nomor. 09.B Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanai Pura

JAMBI - 36124

o

ICULUM VITAE

BACHYUNI
DELIANSYAH, S_H., M.H.

Profil Sumber Daya Manusia (Pegawai) BPBD Provinsi Jambi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Provinsi Jambi
sampai dengan bulan Desember 2025 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 25 (dua
puluh lima) orang pegawai yang ditempatkan di lingkungan BPBD Provinsi Jambi.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel di
bawabh ini :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon:

No Eselon Jumlah Keterangan
1 |1 1 Kepala BPBD
2 |1 1 Kepala Pelaksana
3 |III 4 1 Orang Sekretaris 3 Orang




Kabid

4 |1V 9 3 Orang Kasubbag dan 6 Orang Kasi
Jabatan Fungsional - -
6 | Jabatan lainnya 10 Pelaksana
Jumlah 25
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang:
No Gol/ Ruang Desember 2025 Keterangan
1 IV/e -
2 Iv/d -
3 IV/c 1
4 IV/b 1
5 IV/a 3
JUMLAH 5
6 I1/d 9
7 IlI/c 7
8 I1I/b 3
9 III/a -
JUMLAH 19
10 1/d -
11 II/c 1
12 I1/b -
13 II/a -
JUMLAH 1
14 1/d -
15 I/c -
16 I/b -
17 I/a -




JUMLAH

JUMLAH TOTAL 25
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan:
No Umur Desember 2025 Keterangan
1 < 20 Tahun -
2 21-30 Tahun -
3 31 - 40 Tahun 4
No Pendidikan Desember 2025 Keterangan
1 SD -
2 SLTP -
3 SLTA 2
4 D1/D2 -
5 SARMUD/D3 -
6 SARJANA 16
7 S-2 7
8 S-3 -
JUMLAH 25
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin:
No Jenis Kelamin Desember 2025 Keterangan
1 | PRIA 17
2 | WANITA 8
JUMLAH 25




4 41 - 50 Tahun 12
5 > 50 Tahun 9
JUMLAH 25
Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur:
Keadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu :
No Jenis Kelamin Desember 2025 Keterangan

1 PRIA 17
2 WANITA 8
JUMLAH 25
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VISI MISI PPID BPBD PROVINSI JAMBI

A. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel

untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No.14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

B. Misi

Berikut adalah misi PPID BPBD Provinsi Jambi untuk mewujudkan visinya:

1.

Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik,

efisien, dan mudah diakses.

Meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan BPBD
Provinsi Jambi.

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam
pelayanan informasi publik.

Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan

informasi publik.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BPBD PROVINSI JAMBI




LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BPBD

TAHUN 2026
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) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JI. Yulius Usman No. 09 B Komplek BLK Pematang Sulur Telanai Pura Telp. (0741) 670689 Fax, (0741) 5913258 - 671079
J AMBI Kode Pos - 36124

Jambi, 2026

Kepada
Yth, Gubernur Jambii
Di_
Jambi
SURAT PENGANTAR
No. / /BPBD- /2026
No Isi Surat Banyaknya Keterangan
L Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) set Laporan Demikian disampaikan, atas
Laporan Keuangan Badan Keuangan Badan kerja samanya diucapkan

Penanggulangan BencanaDaerah | penanggulangan Bencana terima Kasih.
Provinsi Jambi Tahun Anggaran | paerah Provinsi Jarmbi, terdiri
2025. dari:

-Neraca

-Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)

-Laporan Operasional (LO) -

Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE)

- Catatan Atas Laporan

Keuangan (CALK)

H_ 21 UNI DELIANSYAH, SH, MH
veliibiza Utama Madya
\11) 9*706‘22 200012 1 002




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

a
;} BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JI. Yulius Usman No. 09 B Komplek BLK Pematang Sulur Telanai Pura Telp. (0741) 670689 Fax, (0741) 5913258 - 671079
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari: a)
Neraca, b) Laporan Realisasi Anggaran, ¢) Laporan Operasional, d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan e)
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab
kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi, keuangan, dan catatan atas
laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 31 Dsember 2025

bl \
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LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya yang tiada henti, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keuangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 ini
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan yang dilaksanakan, laporan keuangan yang jelas
yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang,
Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Jambi.

Kiranya Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 ini
bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, dengan harapan dapat menjadi masukan dalam pengelolaan
keuangan dimasa yang akan datang.

Demikianlah Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran
2025 ini disusun, kepada semua pihak yang telah membantu terbentuknya laporan ini, kami ucapkan
terima kasih.

Jamibi; * 2025
Fiot P_\‘TAKPELAKSANA,
&

LT\
Vi &\

\) ":
i.BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH

Pembina Uiama Madya
NIP. 19720622 200012 1 002



LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

DAFTARISI
Pernyataan Tanggungjawab
KAt PENZATITAT ....ceuveeeueeneeeneeseeeseesseesssesseesssesssesssessssssssessssssssessssesssessssesssessssesssessssesssessssasesssssssnes i
Daftar Isi e eha et Rt il
Daftar Tabel............. - - st sanasines 1ii
Daftar LAMPITAN ....c.ooveeeeeeeeneessseesssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssses iv
=) - 167 PP 1
2.Laporan RealiSasi ANZEATAIL .........ccuereeusessmseessmsnseesssssssssssnsssssssssssssssssessssssssssssssssssssssses 2
3.LapOran OPETASIONAL ........c.ccueueeesmmeeeesssseesssmmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 3
4.Catatan Atas Laporan Keuangan..... 4
Bab 1 PeNdANUIUAL ......vvvrireirnisicssisscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssss sasses 4
1.1.Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan 4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 5
1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ... 7
Bab 2 Pencapaian Kinerja Keuangan .... - N 8
2.1. ReNCANA STTALEZIK ....oouurrurueerirascrinascisinsrisseessmsssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8
2.2. RENCANA KINETJA c.ovvvrrerrrranecnsmsasesssssassnssesssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 10
2.2. Akuntabilitas Kinerja 11
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 17
Bab 4 Kebijakan Akuntansi ....... . .. 18
4.1.Entitas Pelaporan Keuangan Daer 18
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ........... 18
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ........ 18
4.4 Penerapan Kebjjakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan 19
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 22
o R L) =T PP 22
1) ASEL ot s s R 24
2) Kewajiban ........ - - 24
3) ERUILAS «.oooeeeecenneeesseenmeeesseesssessssesesssessssessssesssssesssssesssssessasessssssssasesssssessans 24
5.2. Laporan Realisasi Anggaran .24
1) Ringkasan Perhitungan Belanja 24
2) Rincian Perhitungan Belanja ...........cecmmmmsecesmmsssssessssssnnsssssssens 25
3) Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2025 27
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LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Anggaran dan Realisasi Perubahan APBD TA. 2025

2. AsetTetap per 31 Desember 2025

3.  AsetTetap per 31 Desember 2025

4. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025
5. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025
6. Anggaran dan Reaslisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025
7. Pendapatan Tahun Anggaran 2025

8.  Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

9.  Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

10. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

11. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

12. Beban Tahun Anggaran 2025

13. Defisit-LO Tahun Anggaran 2025



LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
I.  Rekening Koran Januaris.d. Desember 2025
I1.Kartu Inventaris Barang
I11. Berita Acara Persediaan

IV.Berita Acara Penutupan kas



LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

1.Neraca (Per 31 Desember 2025 dan 2024)

(dalam Rupiah)
No URAIAN Ref 2025 2024
ASET 9.030.914.493,43 9.885.068.603,26
Aset Lancar
Kas diBendahara Pengeluaran 0,00 0,00
KasLainnya di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
KasLainnya 0,00 0,00
Persediaan 621,866,836,00 717,856,399,00
Jumlah Aset Lancar 621,866,836,00 717,856,399,00
Aset Tetap
Tanah 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin 43.081.235.907,00 36.000.444.307,00
Gedung dan Bangunan 5.015.664.029,00 5.015.664.029,00
Jalan, irigasi, dan Jaringan 129.953.000,00 129.953.000,00
Aset Tetap lainnya 87.650.000,00 87.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 000
Akumulasi Penyusutan (38.647.304.301,89) (33.059.564.319,10)
Jumlah Aset Tetap 9.667.198.634,11 8.174.147.016,90
Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH ASET 10.289.065.470,11 8.892.003.415,90
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Utang Belanja 13.081.612,00 12.549.548,00
Utang jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 13.081.612,00 12.549.548,00
JUMLAH KEWAJIBAN 13.081.612,00 12.549.548,00
EKUITAS DANA
JUMLAH EKUITAS DANA 10.275.983.858,11 8.879.453.867,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 10.289.065.470,11 8.892.003.415,90
DANA
jambiz31 . Desember 2025
(DI PELAKSANA,

Tahun Anggaran 2025

. BXCHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
izzsnbina Utama Madya
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LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI

2.Laporan Realisasi Anggaran (Per 31 Desember 2025 dan 2024)

(dalam Rupiah)

No URAIAN Anggaran 2025 Realisasi 2025 % Realisasi 2024
BELANJA 9.946.022.192,00 9.780.973.378,00 98,34 11.596.279.190,00
Belanja Operasi 9.911.803.080,00| 9.746.779.478,00 98,34 11.547.003.789,00
Belanja Pegawai 4.318.531.789,00 4.237.192.888,00 98,12 4.185.429.329,00
Belanja Barang 5.593.271.291,00 5.509.586.590,00 98,50 7.361.574460,00
Belania Modal 34.219.112,00 34.193.900,00, 99,93 49.275.401,00
Belanja Peralatan dan Mesin 34.219.112,00 34.193.900,00 99,93 49.275401,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/ (DEFISIT) 9.946.022.192,00 9.780.973.378,00 98,34 11.596.279.190,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (9.946.022.192,00) (9.780.973.378,00) 9834 | (11.596.279.190,00)

(SILPA)

Tahun Anggaran 2025

Jamitd 31 1Desember 2025

\)

2 EA_HYUNI DELIANSYAH, SH, MH

2:ibina UtarnaMadya
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LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI
3.Laporan Operasional
(dalam Rupiah)
Ng URAIAN 2025 2024 ge?tirmkus:/n %
PENDAPATAN 27.125.702,21 288.388.984,00 (261.263.281,79) | (90,59)
Lain-lain Pendapatanyang Sah-LO 27.125.702,21 288.388.984,00) (261.263.281,79) | (90,59)
Pendapatan Hibah-LO 27.125.702,21 288.388.984,00 (261.263.281,79) (90,59)
JUMLAH PENDAPATAN -LO 27.125.702,21 288.388.984,00 (261.263.281,79) | (90,59)
\
BEBAN 12.479.656.777,04 16.206.921.780,00 | (3.727.265.002,96) | (23,00)
Beban Operasi 11.628.206.408,00 15442.918.019,00 | (3.814.711.611,00) | (24,70)
Beban Pegawai 4.185.429.329,00 3.820.084.694,00 365.344.635,00 9,56
Beban Barang 7.442.777.079,00 11.622.833.325,00 | (4.180.056.246,00) (35,96)
JUMLAH BEBAN OPERASI 11.628.206.408,00 15.442.918.019,00| (3.814.711.611,00) | (24,70)
Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.352.323.077,79 845.241.871,86 507.081.205,93 59,99
Beban Penyusutan Peralatan dna Mesin 1.255.973.452,23 748.892.246,31 507.081.205,92 67,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 92.143.901,39 92.143.901,38 0,01 0,00
Beban Penyusttan, jalan, Irigasi dan Jaringan 245272417 245272417 0,00 0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1.753.000,00 1.753.000,00 0,00 0,00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN 1.352.323.077,79 84524187186 |  507.081.20593 | 5999
AMORTISASI

JUMLAH BEBAN 11.203.976.582,79 12.467.999.055,86 (1.264.022.473,07) (10,14)

(11.203.976.582,79) (12.467.999.055,86) 1.264.022.473,07 (10,14)

SURPLUS/DEFISIT-LO

Tahun Anggaran 2025
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LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI
4.Laporan Perubahan Ekuitas
(dalam Rupiah)
No| URAIAN 2025 2024
EKUITAS AWAL 8.879.453.867,90 9.854.395.532,47
(11.203.976.582,79) | (12.467.999.055,86)

SURPLUS/ (DEFISIT) - LO

RK PPKD 9.780.973.378,00 11.596.279.190,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00 0,00
EKUITAS AKHIR 10.275.983.858,11 8.879.453.867,90

Tahun Anggaran 2025

i=mbi, 311 Desember 2025
‘:’.EE;ALA PELAKSANA,

H.BX!;HYUNI DELIANSYAH, SH, MH
PembinaUtama Madya
NIP. 19720622 200012 1 002




LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

5.Catatan atas Laporan Keuangan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB1
PENDAHULUAN

1.1.Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan merupakan bagian dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Di samping itu ketentuan mengenai
penyampaian Laporan Keuangan juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan perwujudan atas
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dan
berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006.

Prinsip pokok dalam penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam
Peraturan Daerah ini adalah:

1)Menggambarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang
berkepentingan, dalam hal ini masyarakat melalui DPRD;

2)Menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran;
3)Menyajikan posisi Aset (kekayaan), Kewajiban (hutang), dan Ekuitas Dana pada
akhir tahun anggaran; dan

Tahun Anggaran 2025



LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAMBI

4)Menyajikan arus kas mulai posisi awal tahun, mutasi penerimaan dan pengeluaran

hingga posisi akhir tahun.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan Laporan Keuangan secara umum

adalah memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil
yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan untuk kepentingan.
DAkuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan oleh masyarakat melalui DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui penyampaian laporan
keuangan secara periodik.

2)Manajerial

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan
Ekuitas Dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3)Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dan pihakspihak
yang berkepentingan atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan guna
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (goodgovermance)

1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur keuangan daerah, antara lain:

1

2)
3)
4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur
keuangannegara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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7)  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

10)Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah

11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

13)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD;

14)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

15)Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

16)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penyisihan
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

17)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18)Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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19)Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

20)Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

21)Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

22)Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistern dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

23)Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;

1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi
kepada para pengguna (stakeholder’s) mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan. Untuk
memudahkan para pengguna (stakeholders) dalam memahami Laporan Keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi TA 2025, Catatan atas Laporan
Keuangan disusun dengan sisteratika sebagai berikut.
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Pencapaian Target Kinerja
Bab 3 Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan
Bab 4 Kebijjakan Akuntansi
Bab 5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab 6 Penjelasan atas Informasi Nonkeuangan

Bab 7 Penutup.
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BAB 2
PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1.Rencana Strategik

Rencana Strategis BPBD Provinsi Jambi 2016-2025 diharapkan mampu
memberikan arah perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan
perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan
visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis BPBD Provinsi Jambi tahun 2016-2025 mencoba
mengadopsi program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu sesuai dengan tupoksi BPBD
harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program
strategis yang merupakan isu daerah/regional dan nasional.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan
potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui
Renstra BPBD Provinsi Jambi. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan
dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan
masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayommi.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan
hanya dari tersedianya suatu dokurmen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan
dari implementasi serta fase evaluasi yang sisternatis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan
BPBD Provinsi Jambi.

2.1.1.Visi

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita- cita atau impian sebuah
organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi
merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal
yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian atau kesuksesan jangka
panjang. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan
organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang dikutip oleh Nawawi
(2000:122) Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk
dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat
yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Visi yang
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efektif antara lain harus memiliki karakteristik seperti:

Imagible (dapat di bayangkan).

Desirable (menarik).

Feasible (realities dan dapat dicapai).

Focused (jelas).

Flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan).
6. Communicable (mudah dipaham).

Visi bagi organisasi atau perusahaan dapat digunakan sebagai:

1.Penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan.
2.Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya.
3.Pembentuk dan pembangun budaya perusahaan (corporate culture).

Pelaksanaan Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan anggung jawab
Pemerintah yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh dinas\instansi terkait dalam
penanggulangan bencana, dunia usaha dan masyarakat. Dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan daerah dan mewujudkan Visi Gubernur: “Terwuyjudrnya Jambi Maju, Aman,
Nyaman, Tertih, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”, 1alu disesuaikan dengan Misi
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang bertujuan untuk terwujudnya tata kelola
pemerintahan daerah yang bersih, transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik
berkualitas, dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi guna untuk ketepatan
pada sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel Dengan Pelayanan Publik Yang Prima
“Masyarakat Tangguh Dalam Menghadapi Bencana”

G b=

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada akhir pelaksanaan Rencana
Permbangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh
mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari
bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting
masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

2.1.2.Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam
usahanya mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses
pencapaian tujuan.”

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2009

Tahun Anggaran 2025
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Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka dalam
rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 —2025 yaitu:

1.Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan
risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang

terintegrasi dalam pembangunan daerah.

2.Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien.

3.Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi
dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko
bencana.

4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan
bencana.

5.Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good

Larae
2.1.3.Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jambi, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jambi dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang
terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;

2.Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;

3.Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana;

4 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan
penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;

5.Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana;
6.Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel.
2.1.4.Sasaran

Adapun sasaran yang dicapai BPBD Provinsi Jambi pada tahun 20162025 adalah:

1.Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya
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pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

2 Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat
bencana.

3.Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana.

4. Meningkatnya sosialisasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan.

5.Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

6.Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai
untuk kesiapsiagaan.

7.Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

8.Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran,penata
kelolaan barang milik daerah (BMD) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya
manusia.

9.Terwujudnya akuntabilitas dan good governance.

2.1.5.Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN"
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN .
c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d.Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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-Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
-Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pem, pajak dan perizinan kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.

2. Program Penanggulangan Bencana.

a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Program

Penanggulangan Prabencana

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
- Penyusunan Rencana Kontijensi
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

d. Penataan Sister Dasar Penanggulangan Bencana

- Penguatan Kelembangan Bencana Daerah
- Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca
Bencana Provinsi
- Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi
- Penyusunan ,Pengelolaan dan Pemnafaatan Sistern Informasi Kebencanaan

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional
yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat,
maupun sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan
sekaligus wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan
secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007
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mengamanatkan upaya periindungan masyarakat dari ancaman bencana yang dimaksud untuk
diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja

melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Selain bencana alam seperti gempa, banjir dan tanah longsor. Provinsi Jambi
berpotensi terhadap bencana social seperti kebakaran hutan, lahan perkebunan, kebakaran
pemukiman, wabah penyakit dan kerusuhan social

Dalam penanggulangan bencana masyarakat yang terkena bencana berhak
mendapat, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi
pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian
sementara. Hal-hal tersebut akan dapat berjalan baik dengan terbentuknya koordinasi,
komunikasi, sinkronisasi dan kerjasarma yang baik dari instansi dan lembaga kemasyarakatan
dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam upaya untuk mengkoordinasikan dan
mensinkronisasikan serta mengintegrasikan program kegiatan untuk penanggulangan bencana
maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi melakukan penyusunan
rencana kerja SKPD.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yaitu
dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat

Penyusunan Renja BPBD Provinsi Jambi merupakan tahap awal yang dilakukan
sebelum disempurnakan menjadi dokumen renja BPBD yang definitive.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja BPBD mengacu pada kerangka
arahan yang di rumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan renja BPBD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan
awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting
BPBD, evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra BPBD Provinsi Jambi.

Tahun Anggaran 2025
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a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana,
sasaran strategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalan kurun waktu 5
Tahun (2015-2025), yaitu

1.Terwujudnya pengintegrasian kebijakan pengelolaan bencana dalam pembangunan
daerah;

2.Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan
resiko bencana;

3.Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

4. Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana;

5.Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakatkorban bencana;

6.Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik
dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan
dengan kemampuan pendanaan tersedia;

7.Terpenuhinya dan terdistribusinya logistic dan peralatan penanggulangan bencana
yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan
terkendali;

8.Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

b.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Provinsi Jambi

Berkenaan dengan kebijakan nasional diatas, BPBD Provinsi Jambi pada tahun
2025 menyusun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1.  Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor untuk
seluruh unit dilingkungan BPBD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas
operasional

2.  Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana.

3.  Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur dalam penggunaan pakaian dinas.
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi.

5.  Terlaksana dan tersusunnya pelaporan capaian kinerja, pelaporan keuangan serta
penataan asset pada BPBD Provinsi Jambi.
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Terlaksananya Rakor dan Pelatihan Teknis kebencanaan.
Terlaksananya kegiatan pra penanggulangan bencana di Provinsi Jambi.
Terlaksananya kegiatan penanggulangan saat bencana bagi korban bencana di
Provinsi Jambi.
9. Terlaksananya kegiatan pemnenuhan kebutuhan logistic dan peralatan.
10.Terlaksananya kegiatan pasca bencana.

Tahun Anggaran 2025
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BAB3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, terdiri dari anggaran Belanja sebesar
Rp9.946.022.192,00 dengan rincian anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Perubahan APBD TA 2025

(dalamrupiahy

No. Uraian Anggaran Realisasi %
T. | Pendapatn 0,00 0,00 0,00
2. | Belanja 9.946,022.192,00 978097337800 9834
Surplus/(Defisit) (9.946.022.192,00) (978097337800)| 98,34

3. | SILPA (9.946.022.192,00) (9780973378000 98,34

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja sebesar Rp9.946.022.192,00
dengan realisasi sebesar Rp9.780.973.378,00 atau 98,34%. Perolehan SiL.PA sebesar
(Rp9.780.973.378,00).
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BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1.Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi.

4.2.Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Basis Kas untuk
pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-L.O, Beban, Aset, Kewajiban
dan Ekuitas dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saatkas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.
4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas b, yaitu dengan
membukukan penerimaan buio, dan tidak mencatat jumlah retio (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

2)Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada
saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.

3)Pendapatan-L.O

Pendapatan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Pendapatan
yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan

berdasarkan peraturan perundangundangan.

Tahun Anggaran 2025
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4HBeban

Beban diakui pada Saat timbulnya kewajiban, atau pada saat terjadinya konsumsi
aset; dan pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

S)Surplus/Defisit

Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

6)Aset

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset
Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

7)Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat
sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka
Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

8)Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.

4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan
Kebijjakan Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada

dasarnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pernerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang diberlakukan khusus pada Tahun Anggaran 2024 belum
mencatat penyusutan terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini
karena belum adanya Peraturan Kepala Daerah yang dapat dijadikan dasar mengenai
besaran, pengelompokan, dan metode penyusutan yang digunakan. Kebijakan
Akuntansi yang secara umum diterapkan dalam penyusunan Neraca per

31 Desember 2025 Provinsi Jambi berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut.
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DKas
(1)Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintah.
(2)Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada pada
pengelolaan Pemegang Kas Daerah dalam bentuk tunai maupun pada Bank.

(3)Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas pada pengelolaan Bendahara
Pengeluaran SKPD yang tidak dipergunakan lagi dan belum disetor ke Kas
Daerah (sisa Uang yang Harus Dikembalikan).

2)Piutang Pajak/Retribusi
(1Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

(2)Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk Piutang
Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya
(Surat Ketetapan Pajak/ Surat Ketetapan Retribusi).

3)Bagian Lancar dari Tagihan
(1)Merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang dan

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah
jatuh tempo tetapi belum diselesaikan.

(2)Bagian lancar piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.
4)Piutang Lainnya

(1)Merupakan Piutang Dana Perimbangan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi
Jarmbinamun belum diterima sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

(2)Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.
5)Persediaan

(1)Persediaan adalah barang pakai habis yang digunakan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
(2)Persediaan dicatat pada akhir tahun/periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil
inventarisasi fisik persediaan.
(3)Persediaan dinilai dalam Neraca dengan cara:
(1))Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
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(2))Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(3))Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
caralainnya seperti donasi

6)AsetTetap

(1)Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu
periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari
sebagian atau seluruh dana APBD, melalui pembangunan, hibah atau donasi,

pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

(2)Aset Tetap terdiri dari:

(1))Tanaky

(2))Peralatan dan Mesin;

(3))Gedung dan Bangunan;

(4))Jalan, Irigasi dan Jaringan;

(5))Aset Tetap lainnya; dan

(6))Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(3)Aset Tetap dinyatakan dalam Neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.
Apabila penggunaan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap
didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

(4)Aset Tetap Pemerintah Daerah dalam Tahun 2024 belum dilakukan penyusutan.

(5)Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang,
hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(6)Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode aset tersebut diterima
dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga
pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh.

7) AsetLainnya

(1Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar,
Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.

(2)Aset Lainnya diantaranya terdiri dari:

(1))Tagihan Penjualan Angsuran;
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(2))Tuntutan Ganti Rugi;
(3))Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Built Operate Transfa{BOT);
(4))Aset Tak Berwujud;

(5))Aset Lainnya.

(3)Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan.
Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah,

harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.
8) Kewajiban Jangka Pendek

(1Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau
jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(2)Kewajiban Lancar diantaranya terdiri atas:
(D)Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
(2))Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Termipo;
(3))Utang Jangka Pendek.

(3)Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal.

Utang dalam valn asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs
tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi.

9) Kewajiban Jangka Panjang
(DKewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau
jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang dapat
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, maupun
lembaga keuangan bank dan bukan bank.

(2)Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan
sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah
berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bl pada tanggal transaksi.

10)Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih
antara aset dengan utang pemerintah daerah.

Tahun Anggaran 2025
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BAB S5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.Neraca
Penjelasan Pos-pos Neraca: 2025 2024
5.1.1.Aset Rp 10.289.065.470,11Rp  8.892.003.415,90

Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.289.065.470,11 bila dibandingkan dengan saldo
per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.892.003.415,90 terdapat kenaikan sebesar Rp
1.397.062.054,21 atau 15,71%

5.1.1.1.Aset Lancar Rp  621.866.836,00 Rp 717.856.399,00
(1))Kas Rp 0,00 Rp 0,00

Saldo Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan saldo
per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terdapat tidak terdapat perubahan dari

periode sebelumnya.
(2)) Investasi Jangka
Pendek Rp 0,00 Rp 0,00
Pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tidak
melakukan investasi jangka pendek.

(3)) Piutang Rp 0,00 Rp 0,00
Tidak terdapat piutang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jambi di Tahun Anggaran 2025.

(@) Persediaan Rp 621.866.836,00 Rp 717.856.399,00

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp621.866.836,00 bila dibandingkan
dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp717.856.399,00 terdapat
penurunan sebesar Rp95.989.563,00 atau 13,38 % dari tahun sebelumnya.
Rincian Persediaan BPBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2 Persediaan per 31 Desember 2025
(dalarmrupiah)
No. Uraian Jumlah

1. | AlatTulisKantor 12.284.400,00
2. | BahanKebersihan 00
3. | BahanMakanan 71.028.000,00
4. | SandangPangan 176.364.351,00
5. | AlatListrik 780.000,00
6. | Asetyangakan diserahkan kepada pihakketiga 361.409.685,00
Jumlah 621.866.836,00

(DInvestasi Jangka Panjang  Rp 0,00 Rp 0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo Investasi per 31 Desember 2025 yang
dikelompokkan menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Pada
Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tidak melakukan

Investasi Jangka Panjang.

5.1.1.2.Aset Tetap Rp

9.667.198.634,11 Rp

8.174.147.016,90

Aset Tetap milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi per 31
Desember 2025 sebesar, Rp 9.667.198.634,11 hila dibandingkan dengan saldo per 31
Desember 2024 sebesar Rp 8.174.147.016,90 terdapat kenaikan sebesar Rp
1493.051.617,21 Rincian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Aset Tetap per 31 Desember 2025

(dalamrypiah)
No. Uraian Tahun Anggaran 2025 Tahun Anggaran 2024
1. | Tanah 0,00 0,00
2. | PeralatandanMesin 43.081.235.907,00 36.000444.307,00
3. Gedung dan Bangunan 5.015.664.029,00 5.015.664.029,00
4. | Jalan,Irigasidan Jaringan 129.953.000,00 129.953.000,00
5. | AsetTetap Lainnya 87.650.000,00 87.650.000,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. | Akumulasi Penyusutan (38.647.304.301,89) (33.059.564.319,10)
Jumlah 9.667.198.634,11 8.174.147.016,90
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(D)Tanah Rp 0,00 Rp 0,00
Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan
dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 tidak terdapat perubahan
dari tahun sebelumnya.

(2))Peralatan dan Mesin Rp43.081.235.907,00 Rp 36.000.444.307,00

Aset Tetap DPeralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar

Rp43.081.235.907,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar
Rp36.000.444.307,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 7.080.791.600. Rincian dapat

dilihat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025
(dalamrupiah)
No Uraian Nilai

1. | Saldo per 31 Desember 2024 36.000.444.307,00
2. | Mutasi tambah Tahun Anggaran 2025 7.080.791.600
3. | Mutasi kurang Tahun Anggaran 2025/ 0,00
4. | Saldo per 31 Desember 2025 43.081.235.907,00

Mutasi tambah sebesar Rp7.080.791.600 tersebut terdiri dari belanja modal Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025.
(3))GedungdanBangunan  Rp 5.015.664.029,00 Rp 5.015.664.029,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp
5.015.664.029,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar
Rp 5.015.664.029,00 tidak ada perubahan.

Tabel 5 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

per 31 Desember 2025
(dalamrupiahy
L No Uraian Nilai
P

1. | Saldo per 31 Desember 2024 5.015.664.029,00
2. | Mutasitambah Tahun Anggaran 2025 0,00
3. | Mutasikurang Tahun Anggaran 2025 0,00
4. | Saldo per 31 Desember 2025 5.015.664.029,00
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(4))Jalan, Irigasi & Jaringan Rp 129.953.000,00 Rp 129.953.000,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar Rp 129.953.000,00 bila dibandingkan
dengan Tahun 2024 sebesar Rp 129.953.000,00 tidak terdapat perubahan

(5)) Aset Tetap Lainnya Rp 87.650.000,00 Rp 87.650.000,00

Aset Tetap Lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
di Tahun Anggaran 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 tidak terdapat

perubahan dari tahun sebelumnya
(6))Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp 0,00 Rp 0,00

Tidak terdapat mutasi pada saldo konstruksi dalam pengerjaan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2025.

(7)) Akumulasi Penyusutan Rp (38.647.304.301,89) Rp  (33.059.564.319,10)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran
2025 telah melakukan perhitungan atas penyusutan Aset Tetap untuk seluruh
Barang kecuali Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Lainnya Sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 sebesar Rp 38.647.304.301,89 dengan

menghitung Masa Manfaat dan Nilai sisa.
5.1.1.3.Aset Lainnya Rp 0,00 Rp 0,00
Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jambi tidak mermiliki aset lainnya.
5.1.2. Kewajiban Rp 13.081.612,00 Rp 12.549.548,00

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.081.612,00 bila dibandingkan dengan saldo
per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.549.548,00 terdapat perubahan dari periode

sebelumnya

5.1.2.1.Kewajiban Jk Pendek Rp 13.081.612,00 Rp 12.549.548,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp13.081.612,00 bila dibandingkan dengan
saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.549.548,00 mengalami perubahan dari
periode sebelumnya.
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5.1.2.2.Kewajiban Jk Panjang Rp 0,00 Rp 0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tidak memiliki kewajiban
jangka panjang per 31 Desember 2025.

5.1.3.Ekuitas Dana Rp 10.275.983.858,11Rp  8.879.453.867,90

Ekuitas Dana per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.275.983.858,11 bila dibandingkan
dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.879.453.867,90 terdapat kenaikan
sebesar Rp 1.396.529.990,21 atau 15,72%

5.2.Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1.Ringkasan Perhitungan Belanja

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2025 sebesar Rp 9.946.022.129,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.780.973.378,00
atau 98,34%. Belanja pada APBD Perubahan terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawali, sedangkan Belanja Langsung
meliputi Belanja Pegawali, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja
terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Dalam
Catatan atas Laporan Keuangan ini, Anggaran dan Realisasi Belanja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan berdasarkan Klasifikasi
dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

(1)Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp9.911.803.080,00 dengan realisasi
sebesar Rp9.746.779478,00 atau 98,33%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)
| No Uraian Anggaran Realisasi % ‘
1. | BelanjaPegawai 4.318.531.789,00 4.237.192.88800 | 9811
2. | BelanjaBarangdanJasa 5.593.271.291,00 5.509.586.590,00 | 98,50
3 | Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00| 0,00
Jumlah 9.911.803.080,00 9.746.779.478,00 | 97,26
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(2)Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp191.222.101,00 dengan realisasi
sebesar Rp49.275401,00 atau 25,77%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

| No Uraian Anggaran Realisasi %
1. | BelanjaPeralatan dan Mesin 34.219.112,00 34.193.900,00 25,77
2. Belanja Bangunan dan Gedung 0,00 0,00 000
3. Belanjajalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00
4. | Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00
Jumlah 34.219.112,00 34.193.900,00 25,77

5.2.2.Rincian Perhitungan Belanja

Belanja secara garis besar terdiri dari dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung,

(1)Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa,
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

(2)Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawali, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja
Modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun
2025 diuraikan menurut Klasifikasi dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, yaitu terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja

Tidak Terduga, dan Transfer.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Klasifikasi Belanja dalam PP Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut.

(DBelanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp9.911.803.080,00 dengan realisasi
sebesar Rp9.746.779478,00 atau 98,33%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.
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Tabel 8 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025
(dalam Rupiah)
| N |> Uraian Anggaran Realisasi %

1. | BelanjaPegawai 4:318.531.789,00 423719288800 | 9811

2. | BelanjaBarangdanJasa 5.593.271.291,00 5.509.586.590,00 98,50

3. | Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Jumlah 9.911.803.080,00 9.746.779.478,00 98,33

(1D)Realisasi Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp4.318.531.789,00 dengan
realisasi sebesar Rp4.237.192.888,00atau 98,11%. Rincian dapat dilihat pada

Tabel 9 berikut.
Tabel 9 Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025
(dalam Rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi %
I
1. | BelanjaGaji dan Tunjangan 2.096.963.256,00 2.071.824.644,00 98,80
2. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.221.568.533,00 2.165.368244,00 | 9747
3. | Tambahan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0 0 0
Jumlah 4.318.531.789,00 4.237.192.888,00 9811
(2))Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang tahun 2025 sebesar Rp7.609.884.891,00 dengan realisasi
sebesar Rp7.361.574.460 atau 96,74%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 10

berikut.
Tabel 10 Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025
(dalam Rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi %

A. | BelanjaBarang 1.667.589.579,00 1.632.375.248,00 97,88
1. | BelanjaBarang Pakai Habis 1.667.589.579,00 1.632.375.248,00 97,88
B. | Belanjajasa 2.249.958.099,00 2.235.726.870,00 98,70
1. | BelanjaJasa Kantor 2.249.958.099,00 2.222.756.070,00 98,79
2. | Belanjaluran Jaminan/Asuransi 7.854.000,00 5.820.800,00 7411
3. | BelanjaSewa Peralatan dan Mesin 1.650.000,00 1.650.000,00| 100,00
C. | BelanjaPemeliharaan 71.100.000,00 69.250.962,00 97,39

Tahun Anggaran 2025

29



LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

PROVINSI JAMBI
No Uraian Anggaran Realisasi %
1. | BelanjaPemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.752.000,00 2275000000 99,99
D.  BelanjaPerjalanan Dinas 3.945.377.842,00 386397035200 = 97%4
1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.945.377.842,00 386397035200 9794
E. | Belanja Uangdan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.755.000,00 1.755.000,00 | 100,00
1. | BelanjaUangyang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.755.000,00 1.755.00000| 100,00
Jurmlah 7.609.884.891,00 7.361.574460,00 | 96,74
(3))Belanja Bantuan Sosial
Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar 0,00 dengan realisasi
sebesar 0,00
(2)Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp34.219.112,00 dengan realisasi
sebesar Rp34.193.900,00 atau 99,92%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11 Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No. Uraian Anggaran Realisasi %

I. | BelanjaModal Peralatan dan Mesin 3421911200 | 34.193.900,00 | 99,92

1 | Belanja Modal Alat Besar 6.872.400,00| 6.872.400,00| 0,00

a. Belanja Modal Alat Bantu 687240000 | 687240000 | 000

2 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.877.212,00| 9.859.500,00| 99,82

a. Belanja Modal Alat pendingin 6.774.000,00 6.770.000,00 99,94

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya(Home use) 1.609.50000 |  1.609.500,00 100

c. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 149371200 |  1480.000,00 | 99,08

3 | Belanja Modal Komputer 17.469.500,00| 17.462.000,00 | 99,95

a. Belanja Modal Komputer Unit 13.62750000 | 13.620.00000 | 9994

b. Belanja Modal Peralatan Komputer 3.842.000,00 |  3.842.000,00 100

Jumlah 3421911200 | 34.193.900,00 | 99,92
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5.2.3.Perhitungan SiL.PA Tahun Anggaran 2025

Berpedoman pada ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, maka Sil.PA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp(9.780.973.378,00) dengan rincian sebagai
berikut:

Pendapatan : Rp 0,00

Belanja : Rp 9.780973.378,00

Defisit : Rp 9.780.973.378,00

Pembiayaan Netto: Rp 0,00

SiLPA : Rp(9.780.973.378,00)
5.3.Laporan Operasional

5.3.1.Pendapatan -LO

Pendapatan - LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk periode
1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desermber 2025 NIHIL

5.3.2.Beban

Jurnlah Beban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk periode 1
Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11.203.976.582,79 yang terdiri
dari beban operasi sebesar Rp9.851.653.505,00dan beban penyusutan sebesar
Rp1.352.323.077,79dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.
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Tabel 12 Beban Tahun Anggaran 2025
(dalam rupiah)
No Uraian Saldo 2025 Saldo 2024 Kenaikan/ %
(Penurunan)

Beban Operasi 9.851.653.505,00 11.622.757.184,00 (1.771.103.679,00) (15,29
Beban Pegawai 4.237.192.888,00 4.185.429.329,00 51.763.559,00 1,24
BebanBarang 5.614.460.617,00 7.437.327.855,00 (1.822.867.238,00) 24,51)
Beban Penyusutan 1.352.323.077,79 845.241.871,86 507.081.205,92 59,99
Beban Penyusutan 1.255.973.452,23 748.892.246,31
Peralatan dnaMesin 507.081.205,92 67,71
Beban Penyusutan 92.143.901,39 92.143.901,38 _ -
Gedung dan Bangunan
ngap Pmyugxtary Jalan, 245272417 245272417 0,00 0,00
Irigasi, dan Jaringan ? i
Beban Penyusutan Aset 1.753.000,00 1.753.000,00
Tetap Lainnya

Jumlah 11.203.976.582,79 12.467.999.055,86 (1.264.022.473,07) (10,14)

5.3.3.Surplus/Defisit— LO

Jumlah Defisit — LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk
periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desermber 2025 sebesar Rp 11.203.976.582,79

dengan rincian pada tabel 13.
Tabel 13 Defisit— LO Tahun Anggaran 2025
(dalamrupiah)
No Uraian Saldo 2025 Saldo 2024 Kenaikan/ %
(Penurunan)
1 | Beban 1120397658279 | 12.467.999.05586 | (1.264.022.47307) (10,14)
Defisit - LO (11.203.976.582,79) | (12.467.999.05586) |  1.264.022.47307 (10,14)
5.4.Laporan Perubahan Ekuitas
54.1Fkuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp 8.879.453.867,90 merupakan nilai Ekuitas
Dana yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2025.
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54.2Defisit-LO
Jumlah Defisit-LLO Tahun 2025 sebesar Rp11.203.976.582,79 merupakan selisih antara
jurlah Pendapatan-LO dikurangi jumlah Beban pada Laporan Operasional Tahun 2025

5.4.3Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai
ekuitas (menambah dan/atau mengurangi nilai ekuitas) yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual serta koreksi
kesalahan mendasar. Jumlah kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2025 sebesar Rp
9.780.973.378,00.

54 4Fkuitas Akhir
Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2025 merupakan nilai kekayaan bersih Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 yang berasal dari nilai Ekuitas
Awal sebesar Rp8.879.453.867,90) ditambah defisit — LO sebesar Rp11.203.976.582,79
dan ditambah nilai Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar RpRp12.600.506.573,00
sehingga diperoleh nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp 10.275.983.858,11. Nilai Ekuitas Akhir
tersebut merupakan nilai Ekuitas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2025.
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BAB 6
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1.Gambaran Umum SKPD

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan amanah UU
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana
merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD
merupakan instansiunsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah, dengan peran dan
keberadaannya menjadi sangat penting dan menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi
masyarakat dari ancaman bencana.

Secara legal dan formal BPBD Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana
penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Sejalan dengan itu, setelah diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala
BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedorman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, PERKA BNPB dan PERMENDAGRI tersebut, maka
diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10
Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.
6.1.1.Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

A.  PerdaProvinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009

BPBD Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 mempunyai
tugas pokok, yaitu:
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1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi
secara adil dan setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan
sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi daruratbencana.

6.Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang syah.

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan
fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektifdan efisien;

2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.

B.  UUNo. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 5 menyebutkan “ Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana “.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan "Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah”.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
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a.badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur
atau setingkat eselon Ib; dan

b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah
bupati/walikota atau setingkat eselon ITa.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa BPBD
terdiri atas unsur: a. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan
bencana.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa
Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi
dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 1 menyebutkan
“Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) hurufb merupakan kewenangan pemerintah daerah”

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan “Unsur
pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi: a. koordinasi, b. komando, dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana pada wilayahnya.”

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan “Untuk
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana
penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: a.

prabencana, b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana.”

BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana, maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan
menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD mengerucut menjadi 4
(empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan
(policy maker), (2) Koordinator, (3) Think-thank, dan (4) Administrator. Keempat peran
tersebut dijabarkan kedalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan kebijakan penyusunan
penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang
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mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan
tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi

Sebagai Think Thank, BPBD melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan
penanggulangan bencana baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana PB dan
penanganan terhadap korban bencana.

Sebagai Koordinator, BPBD antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi
dengan para dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana di Kab/Kota se- Provinsi
Jambi baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama dibidang penanggulangan bencana
maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Pemerintah seperti dalam hal perumusan,
penetapan dan penanganan permasalahan penanggulangan bencana dan pelaksanaan

pengusulan anggaran pembiayaan melalui anggaran daerah dan pusat untuk kebencanaan dan
rehabilitasi pasca bencana terhadap daerah yang terkena bencana.

Sebagai Administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan dibidang
penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap
pelaksanaan penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun

darurat serta pembinaan dan pelayanan terhadap administrasi penyelenggaran

penanggulangan bencana.
6.1.2.Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
a. Kepala

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas
memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota
masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah keanggotaannya ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur. Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala
BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
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a. perumusan konsep kebjjakan penanggulangan bencana;

b. pemantauan;;

¢ pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala
BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas
Kepala BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPBD.

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang
meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;;

b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang

penanggulangan bencana;
c¢.pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan
ketatausahaan dilingkungan BPBD ;

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian
terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, surnberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

| Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan
kebijakan dilingkungan BPBD.
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rPembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan
perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

'Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.

 Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.

"Pengurmpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.

"Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

| Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

aSub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;

c.Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana
dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

[Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

"Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

'Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

| Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

[ Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana.

| Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana.

| Pengkajian tentang kerentanan masyarakat.

Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang
pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta

pemberdayaan masyarakat.
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Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap
darurat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu:

aKepala Seksi Pencegahan
b.Kepala Seksi Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik
mempunyai fungsi:

[Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
Ppenanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di hidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic.

Pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap daruratdan
pengerahan logistic.

' Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan
sumberdaya.

[Penentuan status keadaan darurat bencana.

Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

' Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

rPemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu:

aKepala Seksi Tanggap Darurat
b.Kepala Seksi Logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana
dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan,
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pelaksanaan pengoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada
tahapan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
mempunyai fungsi:

[ Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana.

| Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

| Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publicatau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normalisasi aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

[Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) kepala seksi yaitu:

aKepala Seksi Rehabilitasi ;

b.Kepala Seksi Rekonstruksi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianya. Setiap kelompok dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang dan jurmlah jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1.3.Sumber Daya BPBD Provinsi Jambi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Provinsi Jambi
sampai dengan bulan Maret 2016 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 45 (empat puluh
lima) orang pegawai yang ditempatkan dilingkungan BPBD Provinsi Jambi. Sumber Daya
Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada table dibawah ini.
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Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan\Eselon
No Eselon Jumlah Keterangan
1. I
2. II 1 Kepala Pelaksana
3. |1 4 1 Orang Sekretaris dan 3 Orang Kabid
4. | IV 9 3 Orang Kasubbag dan 6 Orang Kasi
5. | JabatanFungsional - -
6. | JabatanLainnya 12 Pelaksana
JUMLAH 26 -
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan\Ruang:
No Gol \ Ruang Jumlah Keterangan
1. IV\e
2. IV\d 1
3. IV\c
4. IV\b 1
5. IV\a 4
JUMLAH 6
6. IId 8
7. III\c 5
8. II\b 3
9. IIMa 4
JUMLAH 20
10. md -
11. II\c -
12. II\b -
13. Ma -
JUMLAH -
14. I\d -
15. I\c -
16. I\b -
17. I\a -
JUMLAH -
JUMLAH TOTAL 26
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan:
No Pendidikan Jumlah Keterangan
1. SD -
2. SLTP -
3. SLTA 1
4, D1\D2 -
5. SARMUD \ D3 -
6. SARJANA 19
7. S-2 6
8. S-3 -
JUMLAH 26
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin:
No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan
1. PRIA 36
2. WANITA 12
JUMLAH 48
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Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur:

No Umur Jumlah Keterangan
1. <20 Tahun -
2. 21-30Tahun
3 31-40Tahun 5
4 41-50Tahun 10
5 >50 Tahun 11

JUMLAH 26

Keadaan Pegawai Tenaga Honorarium (Tenaga Kontrak):

No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan
1. PRIA 20
2. WANITA 6

JUMLAH 26

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompetensi, kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jambi juga didukung dengan
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) BPBD. Pada saat
ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) gedung
kantor yaitu gedung Pusdalops PB yang dibangun oleh PMI Perancis (Depan SMPN 7
Jambi) dan gedung BPBD Provinsi Jambi bantuan dari Dirjen PUM Depdagri Jakarta
(Kompleks BLK) dengan alamat J1. Yulius Usman No.09 B Rt.24 Telanaipura JAMBI,
Adapun asset BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:

No Nama Barang Jumlah
1. | Mobil Dinas Operasional 2 Unit
2. | Mobil Rescue 1 Unit
3. | Mobil Water Threatmen 1 Unit
4. | Mobidapurumum 1 Unit
5. | SepedaMotor 12 Unit
6. | Notebook 3 Buah
7. | Personal computer 19 Buah
8. | MesinTelepon 3 Buah
9. | MesinFax 2 Buah
10. | Televisi 6 Buah
11. | Mejakerja 22 Buah
12. | Kalkulator 4 Buah
13. | Tangga Aluminium 1Buah
14. | Printer 4 Buah
15. | Brankas 1 Buah
16. | MesinTik 2 Buah
17. | HandyTalky 5Buah
18. | Vacum Cleaner 1 Buah
19. | AlmariArsip 2 Buah
20. | Kursi 20 Buah
21. | Filling Cabinet 4 Buah
22. | MejaMakan 1 Buah
23. | Dispenser 3Buah
24. | Kulkas 2 Buah
25. | Camera 1 Buah
26. | Stabilizer 4 Buah
27. | LCD TV 32 Inci 2 Buah
28. | KursiSofa 1 Unit
29. | Tabung Gas 1 Buah
30. | Kompor Gas 1Buah
31. | Papan Merk (SOTK) 1 Buah
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6.1.4. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi

Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana pada hakekatmya adalah
pembangunan manusia seutuhnya dibidang kesadaran kebencanaan, yang focus sasarannya
diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Penanggulangan Bencana
yang sebaik-baiknya, serta penciptaan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan
terhadap ancarman bencana alam, bencana social dan bencana lainnya. Sasaran Pembangunan
Bidang Penanggulangan Bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas

Masyarakat yang tertimpa bencana.
Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD Provinsi Jambi,
bahwa BPBD Provinsi Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Periode Renstra 2016 — 2025
mengidentifikasi kerawanan bencana di Provinsi Jambi sebagai berikut:

1.Bencana Gempa Bumi
2.Bencana Letusan Gunung Api
3.Bencana Banjir
4Bencana Banjir Bandang
5.Bencana Banjir ROB
6.Bencana Angin Putting Beliung
7.Bencana Longsor
8.Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
9.Bencana Kekeringan
10.Bencana Wabah, Epidemin dan Konflik Sosial
6.1.5.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi
BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa
tantangan dan peluang didalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut:
1. Tantangan

a. Tuntutan masyarakat (stakeholders)untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan
tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin
berkualitas dan transparan.
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b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam
membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang

penanggulangan bencana.

c. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/Instansi serta
lembaga-lembaga didaerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga
penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi.

d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi
dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana;

e. Terbatasnya anggaran yang tersedia dimasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi khususnya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana
alam di Provinsi Jambi;

g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan
penyebaran arus data ke Provinsi;

h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis
potensi bencana yang beragam.

2. Peluang

a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah.

b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
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c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai
wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

d. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana
secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

e. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pernerintah (pembangunan
khusus dibidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu
prograrm/kegiatan yang terarah dan terpadu.

f. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang
pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah
lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran
pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar
saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

6.2.Manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun
2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dipimpin oleh BACHYUNI
DELIANSYAH, SH, MH. Tidak terdapat pergantian pimpinan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2025.
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BAB7
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa:

1.Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2025 diketahui bahwa nilai Aset Tahun
Anggaran 2025 sebesar Rp 10.289.065.470,11 bila dibandingkan dengan saldo per
31 Desember 2024 sebesar Rp 8.892.003.415,90terdapat kenaikan sebesar Rp
1.397.062.054,21 Sedangkan Kewajiban/Hutang, baik Jangka Pendek maupun
Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.081.612,00 bila dibandingkan
dari Tahun 2024 sebesar Rp12.549.548,00 mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya sebesar Rp 532.064,00

2.Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, anggaran belanja
tahun 2025 sebesar Rp 9.946.022.192,00 dengan realisasi sebesar Rp
9.780.973.378,00 atau 98,34% dari anggaran. Dikarenakan tidak adanya Pembiayaan
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka diperoleh
Defisit dan SiLPA sebesar Rp9.780.973.378,00 yang bila dibandingkan dengan
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.596.279.190,00terdapat penurunan sebesar Rp
1.815.305.812,00

3.Berdasarkan Laporan Operasional per 31 Desember 2025, diketahui bahwa
Pendapatan-L.O Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0 dan Beban Tahun Anggaran
2025 sebesar 11.203.976.582,79 sehingga diperoleh Defisit Laporan Operasional
sebesar Rp11.203.976.582,79 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar
Rp12.467.999.055,86,00 terdapat penurunan sebesar Rp 1.264.022.473,07

4.Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025, diketahui bahwa
ekuitas awal sebesar Rp8.879.453.867,90 dengan defisit — LO sebesar

Rp11.203.976.582,79 dan kewagjiban untuk dikonsolidasikan  sebesar
Rp12.600.506.573,00 sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar Rp10.275.983.858,11.

jam 31,431 Liesember 2025
- 2"ALA FELAKSANA,
N
s \

1

H.BAC "HYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19726622 200012 1 002
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	VISI MISI PPID BPBD PROVINSI JAMBI
	A. Visi
	Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
	B. Misi
	Berikut adalah misi PPID BPBD Provinsi Jambi untuk mewujudkan visinya:
	1. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
	2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
	3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, dan mudah diakses.
	4. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan BPBD Provinsi Jambi.
	5. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan informasi publik.
	6. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

